
 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR    6   TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEPARA, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan 

pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan dan sesuai tatanan perkembangan kehidupan saat ini serta 
adanya perubahan beberapa biaya retribusi Pengujian Kendaraan 

 
 

bermotor, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah kabupaten 
Jepara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara  Nomor 2 Tahun 2005, untuk disesuaikan ; 

  b. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Retribusi Pengujian 
Kendaran Bermotor.  

 
 
Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209); 

 
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480); 
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4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699 ); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 
 

8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas   
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara  
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Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor3258); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3528); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3530); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

 
 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;  
 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) ; 

19. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7). 
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Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

 
dan 

 
BUPATI JEPARA  

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  I 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara; 
 

 
 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik  Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 

6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan 
kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laik jalan; 

7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang 
berada pada kendaraan itu; 

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, karena telah memberi pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
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10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang meyebabkan 
barang, fasilitas atau  pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan; 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-
undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah; 

13. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk  pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 

14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) 
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan yang 
memiliki jarak sumbu atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun tempat duduknya 
kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi; 

15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil 
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus; 

16. Kendaraan Khusus adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 
penariknya; 

 

 
 

17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 
penariknya; 

18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik  oleh 
kendaraan bermotor ;  

19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi 
agar terjamin keselamatan dan mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan 
pada waktu dioperasikan di jalan; 

20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat 
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut 
rancangannya; 

21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk  melakukan 
Penyidikan ; 

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyisikan 
terhadap pelanggaran peraturan daerah ; 

23. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang   Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, 
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